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ABSTRAK

Tenaga kesehatan adalah sumber daya manusia yang bekerja di bidang
kesehatan, yang pekerjaannya dikategorikan sebagai profesi, yakni pekerjaan yang
dikerjakan berdasarkan pendidikan formal tertentu, yang mensyaratkan adanya
registrasi dan Pemerintah mengatur pemberian Surat Tanda Registrasi melalui
ketentuan perundang-undangan, demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang
dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan. Asas kepentingan umum adalah salah satu asas
dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance), yang dalam
penyelenggaraan pemerintahan, harus memperiotaskan kepentingan masyarakat luas
yang didukung oleh asas-asas kepastian hukum, perlindungan hukum dan manfaat.
Timbul pertanyaan: apakah ketentuan tentang Surat Tanda Registrasi Tenaga
Kesehatan menyebabkan dipenuhinya Asas Kepentingan Umum?

PenelitianinimenggunakanMetodePenelitianDeskriptif dengan
metodependekatannya adalahMetode Penelitian YuridisNormatif, sehingga jenis dari
Metode Penelitian Deskriptif yang digunakan adalah Studi Kepustakaan, yakni hanya
diperlukan Data Sekunder yang berupa Bahan Pustaka, yang terdiri dari
BahanHukumPrimer, BahanHukum Sekunderdan BahanHukum Tertier.

Registrasi Tenaga Kesehatan merupakan kewajiban setiap Tenaga Kesehatan,
yang berdasarkan kompetensinya dan kualifikasinya diberikan kewenangan untuk
melaksanakan pelayanan kesehatan, untuk bertugas dan bertanggung jawab secara
profesional,yang dilakukan melalui Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Ketentuan
itu mengatur antara lain tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi; bentuk, tugas dan
kewenangan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia; perpanjangan STR dengan syarat
dan ketentuan yang berlaku; pembinaan dan pengawasan Tenaga Kesehatan yang
dilakukan secara terpadu; Ketentuan ini khusus untuk tenaga non medis.

Asas kepentingan umum adalah asas yang berkaitan erat dengan asas
penyelenggaraan kepentingan umum yaitu asas yang menghendaki agar Pemerintah
dalam pelaksanaan tugasnya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat luas
yaitu kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak yang
menyangkut kepentingan bangsa dan negara, pelayanan umum rakyat banyak, dan
pembangunan. Asas kepentingan umum ini didukung oleh asas kepastian hukum
yang berupa pengaturan di dalam perundang-undangan; asas perlindungan hukum
yang menjadi dasar bagi perwujudan nilai-nilai keamanan dan ketertiban dengan
pembinaan dan pengawasan; serta asas kemanfaatan yang menyangkut pemenuhan
untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya
warga masyarakat.

Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan adalah bentuk formal dari pengakuan
kompetensi dan kualitas dari Tenaga Kesehatan non medis, untuk melaksanakan
profesinya secara aman, tertib dan bertanggung jawab; asas kepentingan umum
adalah asas yang mementingkan kepentingan masyarakat umum, melalui pengaturan
perundang-undangan sebagai perwujudan dari asas kepastian hukum, asas
pelindungan hukum dan asas kemanfaatan; jawaban sementara berupa hipotesis
kerja: jika ditentukan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kesehatan, maka dipenuhi Asas
Kepentingan Umum.

Kata Kunci: Tenaga Kesehatan, Registrasi, Surat Tanda Registrasi Tenaga
Kesehatan, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, Asas Kepentingan Umum, Asas
Kepastian Hukum, Asas Perlindungan Hukum, Asas Manfaat.
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ABSTRACT

Health workers are human resources who work in the field of health, whose work
is categorized as a profession, the work done by formal education specific, which
requires the registration and the Government for the granting Certificate of
Registration with the statutory provisions, in order to improve the quality of
health care carried out by the Health Workers. The principle of public interest is
one of the principles in the implementation of good governance (good
governance), which in governance, should give priority public interest which is
supported by the principles of legal certainty, legal protection and legal benefits.
The question arises: whether the provisions of the Registration Certificate of
Health Workers cause the fulfillment of Principle in the Public Interest?
This study uses the Research Methods Descriptive method approach is to
Research Methods normative juridical, so that kind of Methods Descriptive used
is literature study, which is only required secondary data in the form of Literature,
which consists of Legal Materials Primer, Legal Materials Secondary and
Materials Law tertiary.
Health Workers Registration is incumbent upon every Medicals, which is based
on the competence and qualifications are given the authority to carry out the
health service, for duties and responsibilities in a professional manner, which is
done through the Assembly Health Manpower Indonesia. The provision was set
up, among others, about the conditions that must be met; the form, duties and
authority of the Assembly Health Manpower Indonesia; extension of the
Registration Certificate with terms and conditions applicable; guidance and
supervision of health personnel conducted in an integrated manner; This provision
specifically for non-medical personnel.
The principle of public interest is a principle that is closely related principles in
the public interest, namely the principle that calls for the Government in the
execution of their duties always put the people's interests are the interests that
covers all aspects of people's lives concerning the interests of the nation and the
state, public services the people at large, and development , The principle of
public interest is supported by the principle of legal certainty that the form of the
settings in the legislation; the principle of legal protection which is the basis for
the realization of the values of security and order with the guidance and
supervision; as well as the principle of expediency regarding fulfillment to give
happiness as possible for as many citizens.
Registration Certificate of Health Workers is a formal form of recognition of the
competence and quality of non-medical health personnel, to carry out their
profession safely, orderly and responsible; the principle of public interest is a
principle that is concerned with the interests of the general public, through
legislation setting as the embodiment of the principle of legal certainty, the
principle of legal protection and the principle of expediency; temporary answer in
the form of a working hypothesis: if the specified Certificate of Registration
Health Workers, the Public Interest Principle fulfilled.
Keywords: Health Workers, Registration, Certificate of Registration of Health

Workers, Assembly Health Manpower Indonesia, Principle of Public
Interest, Principle of Rule of Law, Legal Protection Principles,
Principle Benefits.


